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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

w

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa sehubungan dengan telah berakhimya Tahun Anggaran 2005, seria
mempedormani ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemetintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka perlu disampaikan Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;

bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daersh Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1885 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Necara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Keputauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2900
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka
Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republix tndonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemertksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggantt Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

Undang-tUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggunggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 40253;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4026);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139) ;

Paraturan Pemerintah Nomaor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daersh {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Perianggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 2) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menetapkan

dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGIAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005.



Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai

(2).

(3).

(4).

herikut
a. Pendapatan Rp. 132.832.046.818,00
b, Belanja & Transfer Rp. 101.438.392.297,00
Surplus Rp. 31.393.654,521,00
Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 25.352.060.416,00
~ Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,60
Pembiayaan Netto Rp. 24.352.060.416,00
Pasal 2
(1. Selisih Anggaran Pendapatan dengan Reelisasi  Pendapatan  sejumiah

B DTOTRABEL RS AL sengan rincian sebagal bertkut :
@  Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 111.677.196.237,00
b. Reaiisasi Rp. 132.832.046.813,00

Selisih lebih - Rp. 21.154.850.581,00

Selisih Angq, ran Beian;a dan Transfer dengan Realisasi Belanja dan Transfer

sejumiah Ry 272078 000 200, 0 1 dengan rincian sebagai berikut :
a.  Anggaran Belanja Sete!ah Perubahan Rp. 124.812.601.250,21
b. Realisasi Rp. 101.438.392.297,00

Selisih (kurang) Rp. 23.374.208.953,21

Selisih Anggaran Defisit dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp. 44.529.059.534,21
dengan rincian sebagai berikut &

a. (Defisit} Setelah Perubahan Rp.  (13.135.405.013,21)
b. Realisasi Swplus Rp. 31.393.654.521,00

Selisif lebih - Rp. 44,529.,059.534,21

Sefisih Anggaran Pembiayaan dengan Realisasi Pembiayaan dengan rincian sebagai
berikut :

a. Penerimaan Pembiavaan
1} Setelah Perubahan Rp. 25.089.468.021,78
2} Realisasi Rp. 25.352.060.416,00

Selisih lebih  Rp. 262.592.394,22



b. Pengeluaran Pembiayaan

1)  Satelah Parubahan Rp. 2.000.000.0040,006
2) Realisasi Rp. 1.000.000.000,00
Selisih (kurang) Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 3

(1). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember
tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut ;

a. Jumiah Aktiva Rp. 205.992.828.163,00
b. Jumiah Utang Rp. 735.613.632,00
¢, Jumiah Ekuitas Dana Rp. 205.257.214.536,00

Berdasarkan perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal
31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumiah
Rp. 55.745.714.937,00, dengan rincian sebagai berikut :
a. Saldo Kas

1 Januari 2005 Rp. 24.646.468.022,00
b. Jumiah Penerimaan Kas Rp. 130.664.476.292,00

Rp. 155.313.944.314,00

Jumilah Pengeluaran Kas Rp.  99.568.229.377.00
d. Saldo Kas
31 Desember 2005 Rp.  55.745.714.937,00
Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1.

2.
3.
4

Lampiran | : Laporan Realisast Anggaran

Lampiran II : Neraca Daerah

Ltampiran III  :  Laporan Arus Kas

Lampiran 1V 1 Catatan Atas Laporan Keuangan
Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,



Pasal &
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tirmur.

Ditetapkan di  Manggar
pada tanggal 31 Agustus 2006

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 September 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
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SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 38.



